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BAB II 

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

2.1 Tentang DPR RI 

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagai lembaga negara yang 

menjalankan sistem pemerintahan negara memiliki tugas dan wewenang tersendiri 

yang bertujuan agar dalam pelaksanaannya tidak mengalami ketidakjelasan atau 

tumpang tindih dengan lembaga negara lainnya. 

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 yang 

dimaksudkan dengan DPR adalah lembaga perwakilan Dewan Perwakilan Rakyat 

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945. 

Berdasarkan Undang – Undang Republik Indonesia di atas, maka dapat 

disimpulkan bahwa DPR adalah suatu lembaga yang bertujuan untuk menampung 

dan menyalurkan aspirasi dan kepentingan rakyat di daerah dalam kerangka 

membentuk suatu tatanan hidup sesuai dengan kehidupan demokrasi yang 

berdasarkan Pancasila. 

 

2.2 Sejarah DPR RI 

Pada masa penjajahan Belanda, terdapat lembaga semacam parlemen 

bentukan Penjajah Belanda yang dinamakan Volksraad.Pada tanggal 8 Maret 1942 

Belanda mengakhiri masa penjajahan selama 350 tahun di Indonesia. Pergantian 
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penjajahan dari Belanda kepada Jepang mengakibatkan keberadaan Volksraad 

secara otomatis tidak diakui lagi, dan bangsa Indonesia memasuki masa perjuangan 

Kemerdekaan. Sejarah terbentuknya DPR RI secara garis besar dapat dibagi 

menjadi tiga periode: 

1) Periode Volksraad, Pasal 53 sampai dengan Pasal 80 Bagian Kedua 

Indische Staatsregeling, wet op de Staatsinrichting van Nederlandsh-

Indie (Indische Staatsrgeling) yang ditetapkan pada tanggal 16 

Desember 1916 serta diumumkan dalam Staatsblat Hindia No. 114 

Tahun 1916 dan berlaku pada tangal 1 Agustus 1917 memuat hal-hal 

yang berkenaan dengan kekuasaan legislatif, yaitu Volksraad (Dewan 

Rakyat). Berdasarkan konstitusi Indische Staatsrgeling buatan Belanda 

itulah, pada tanggal 18 Mei 1918 Gubernur Jenderal Graaf van Limburg 

Stirum atas nama pemerintah penjajah Belanda membentuk dan 

melantik Volksraad (Dewan Rakyat). 

2) Masa perjuangan Kemerdekaan, Rakyat Indonesia pada awalnya 

gembira menyambut tentara Dai Nippon (Jepang), yang dianggap 

sebagai saudara tua yang membebaskan Indonesia dari belenggu 

penjajahan. Namun pemerintah militer Jepang tidak berbeda dengan 

pemerintahan Hindia Belanda. Semua kegiatan politik dilarang. 

Pemimpin-pemimpin yang bersedia bekerjasama, berusaha 

menggunakan gerakan rakyat bentukan Jepang, seperti Tiga-A (Nippon 

cahaya Asia, Pelindung Asia, dan Pemimpin Asia) atau PUTERA (Pusat 

Tenaga Rakyat), untuk membangunkan rakyat dan menanamkan cita-
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cita kemerdekaan dibalik punggung pemerintah militer Jepang. Tanggal 

11 Januari 1942 Tentara Jepang pertama kali menginjak bumi Indonesia 

yaitu mendarat di Tarakan (kalimantan Timur). Hindia Belanda tidak 

mampu melawan dan menyerah kepada Jepang pada tanggal 8 Maret 

1942, dan Belanda mengakhiri masa penjajahan selama 350 tahun di 

Indonesia. Pergantian penjajahan dari Belanda kepada Jepang 

mengakibatkan keberadaan Volksraad secara otomatis tidak diakui lagi. 

3) Periode Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP), Sehari setelah 

Proklamasi Kemerdekaan, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia 

menetapkan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia, yang 

kita kenal sebagai Undang-undang Dasar 1945. Maka mulai saat ini, 

penyelenggara negara didasarkan pada ketentuan-ketentuan menurut 

Undang-undang Dasar 1945. Sesuai dengan ketentuan dalam Aturan 

Peralihan, tanggal 29 Agustus 1945, dibentuk Komite Nasional 

Indonesia Pusat atau KNIP beranggotakan 137 orang. Komite Nasional 

Pusat ini diakui sebagai cikal bakal badan Legislatif di Indonesia, dan 

tanggal pembentukan KNIP yaitu 29 Agustus 1945 diresmikan sebagai 

hari jadi DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK 

INDONESIA. 
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2.3 Tugas Dan Wewenang DPR RI 

Berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 dinyatakan 

bahwa dibentuk DPR sebagai lembaga legislatif yang mempunyai kedudukan 

sejajar dan menjadi mitra pemerintah. DPR merupakan lembaga perwakilan rakyat 

dan berkedudukan sebagai salah satu lembaga tinggi negara. 

Di dalam Pasal 25 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 di atas, 

ditetapkan bahwa DPR mempunyai fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan. 

DPR mempunyai tugas dan wewenang : 

a) membentuk undang-undang yang dibahas dengan Presiden untuk 

mendapat persetujuan bersama; 

b) membahas dan memberikan persetujuan peraturan pemerintah 

pengganti undang-undang; 

c) menerima dan membahas usulan rancangan undang-undang yang 

diajukan DPD yang berkaitan dengan bidang tertentu dan 

mengikutsertakannya dalam pembahasan; 

d) memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang 

APBN dan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak, 

pendidikan, dan agama; 

e) menetapkan APBN bersama Presiden dengan memperhatikan 

pertimbangan DPD; 

f) melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, 

anggaran pendapatan dan belanja negara, serta kebijakan pemerintah; 
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g) membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang diajukan oleh 

DPD terhadap pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, 

pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, hubungan pusat 

dan daerah, sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, 

pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan agama; 

h) memilih anggota Badan Pemeriksa Keuangan dengan memperhatikan 

pertimbangan DPD; 

i) membahas dan menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas 

pertanggungjawaban keuangan negara yang disampaikan oleh Badan 

Pemeriksa Keuangan; 

j) memberikan persetujuan kepada Presiden atas pengangkatan dan 

pemberhentian anggota Komisi Yudisial; 

k) memberikan persetujuan calon hakim agung yang diusulkan Komisi 

Yudisial untuk ditetapkan sebagai hakim agung oleh Presiden; 

l) memilih tiga orang calon anggota hakim konstitusi dan mengajukannya 

kepada Presiden untuk ditetapkan; 

m) memberikan pertimbangan kepada Presiden untuk mengangkat duta, 

menerima penempatan duta negara lain, dan memberikan pertimbangan 

dalam pemberian amnesti dan abolisi; 

n) memberikan persetujuan kepada Presiden untuk menyatakan perang, 

membuat perdamaian, dan perjanjian dengan negara lain, serta membuat 

perjanjian internasional lainnya yang menimbulkan akibat yang luas dan 
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mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan 

negara dan/atau pembentukan undang-undang; 

o) menyerap, menghimpun, menampung dan menindaklanjuti aspirasi 

masyarakat; dan 

p) melaksanakan tugas dan wewenang lainnya yang ditentukan dalam 

undang-undang. 

 

2.4 Hak Dan Kewajiban DPR RI 

Untuk melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana yang telah 

disebutkan di atas, DPR mempunyai hak seperti di atur dalam Pasal 25 Undang - 

Undang Nomor 22 tahun 2003. DPR mempunyai hak sebagai berikut : 

1) Hak Interpelasi 

a. Hak interpelasi ialah hak dimana meminta keterangan yang 

ditujukan kepada seorang presiden mengenai kebijaksanaan 

pemerintah yang dengan syarat harus didukung dan ditandatangani 

oleh paling sedikit tiga puluh orang anggota dan disetujui oleh suatu 

sidang paripurna DPR. 

b. Hak interpelasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) 

huruf a diusulkan oleh paling sedikit 25 (dua puluh lima) orang 

anggota DPR dan lebih dari 1 (satu) fraksi. 

c. Pengusulan hak interpelasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

disertai dengan dokumen yang memuat sekurang-kurangnya: materi 
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kebijakan dan/atau pelaksanaan kebijakan Pemerintah yang akan 

dimintakan keterangan; dan alasan permintaan keterangan. 

d. Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi hak interpelasi 

DPR apabila mendapat persetujuan dari rapat paripurna DPR yang 

dihadiri lebih dari 1/2 (satu perdua) jumlah anggota DPR dan 

keputusan diambil dengan persetujuan lebih dari 1/2 (satu perdua) 

jumlah anggota DPR yang hadir. 

2) Hak Angket 

a) Hak angket adalah salah satu hak DPR yang diajukan kepada 

pemerintah (presiden) untuk mengklarifikasi suatu kebijakan yang 

ditempuh oleh pemerintah menjadi lebih jelas, lebih transparan, dan 

mempersoalkan keabsahan kebijakan yang dilakukan pemerintah, 

apakah sudah memenuhi koridor hukum, dan norma-norma yang 

berlaku di masyarakat. 

b) Pelaksanaan hak angket telah di tentukan dalam UU Nomor 6 Tahun 

1954 tentang Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat, sekurang-

kurangnya diajukan oleh 10 orang anggota DPR bisa menyampaikan 

usulan angket kepada Pimpinan DPR. Usulan disampaikan secara 

tertulis, disertai daftar nama dan tanda tangan pengusul serta nama 

fraksinya. Usul dinyatakan dalam suatu rumusan secara jelas tentang 

hal yang akan diselidiki, disertai dengan penjelasan dan rancangan 

biaya sedangkan dalam pasal 177 Undang-Undang Republik 

Indonesia Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan 
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Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah disebutkan bahwa hak angket 

harus diusulkan oleh paling sedikit oleh dua puluh lima orang 

anggota serta lebih dari satu fraksi disertai dengan dokumen yang 

memuat sekurang-kurangnya materi kebijakan memuat mengenai 

pelaksanaan undang-undang yang akan diselidiki dan alasan 

penyelidikan. 

3) Hak Menyatakan Pendapat 

a) Hak menyatakan pendapat adalah hak DPR sebagai lembaga untuk 

menyatakan pendapat terhadap kebijakan pemerintah atau mengenai 

kejadian luar biasa yang terjadi di tanah air atau situasi dunia 

internasional disertai dengan rekomendasi penyelesaiannya atau 

sebagai tindak lanjut pelaksanaan hak interpelasi dan hak angket 

atau terhadap dugaan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden 

melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap 

negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya atau 

perbuatan tercela maupun tidak lagi memenuhi syarat sebagai 

Presiden dan/atau Wakil Presiden. 

b) Pelaksanaan hak menyatakan pendapat terdapat pada Pasal 184 ayat 

(1) mengatur hak menyatakan pendapat diusulkan paling sedikit 25 

orang anggota DPR. Pengusulan diusulkan disertai dokumen yang 

memuat materi dan alasan usul, dan materi hasil hak angket disertai 

bukti yang sah atas dugaan pelanggaran hukum sebagaimana Pasal 
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77 ayat (4) hutuf c. Menggunakan hak menyatakan pendapat 

selanjutnya diputuskan oleh 3/4 dari 3/4 jumlah anggota DPR. DPR 

kemudian bersidang untuk memutuskan menerima atau menolak 

usulan hak menyatakan pendapat. 

Sedangkan anggota DPR mempunyai kewajiban : 

a) mengamalkan Pancasila; 

b) melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945 dan menaati segala peraturan perundang-undangan; 

c) melaksanakan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan 

pemerintahan; 

d) mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional dan keutuhan 

negara kesatuan Republik Indonesia; 

e) memperhatikan upaya peningkatan kesejahteraan rakyat; 

f) menyerap, menghimpun, menampung, dan menindaklanjuti aspirasi 

masyarakat; 

g) mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, 

kelompok, dan golongan; 

h) memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada 

pemilih dan daerah pemilihannya; 

i) menaati kode etik dan peraturan tata tertib DPR; dan 

j) menjaga etika dalam hubungan kerja dengan lembaga yang terkait. 
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2.5 Tentang Sekretariat Jenderal DPR RI 

Sekretariat Jenderal DPR RI merupakan unsur penunjang DPR, yang 

berkedududukan sebagai Kesekretariatan Lembaga Negara yang dipimpin oleh 

seorang Sekretaris Jenderal dan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab 

kepada Pimpinan DPR. 

Sekretaris Jenderal dibantu oleh seorang Wakil Sekretaris Jenderal dan 

beberapa Deputi Sekretaris Jenderal yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden 

atas usul Pimpinan DPR. 

DPR dapat mengangkat sejumlah pakar/ahli sesuai dengan kebutuhan, dan 

dalam melaksanakan tugasnya Sekretariat Jenderal dapat membentuk Tim 

Asistensi. Susunan organisasi dan tata kerja Sekretaris Jenderal ditetapkan dengan 

keputusan Presiden. Kedudukan Sekretariat Jenderal DPR RI adalah sebagai unsur 

penunjang DPR yang berkedudukan sebagai Kesekretariatan Lembaga Negara. 

 

2.5.1 Fungsi Sekretariat Jenderal DPR RI 

a. membantu menyelenggarakan kegiatan di bidang teknis dan administratif 

persidangan DPR RI; 

b. membantu menyelenggarakan kegiatan administrasi keanggotaan Dewan 

Perwakilan Rakyat serta melaksanakan pembinaan organisasi dan 

kepegawaian Sekretariat Jenderal DPR RI; 

c. menyelenggarakan kegiatan hubungan masyarakat, keprotokolan dan 

penyelesaian masalah hukum; 
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d. menyelenggarakan urusan di bidang anggaran dan melaksanakan urusan 

keuangan; 

e. menyelenggarakan urusan kerumahtanggaan dan perjalanan; 

f. melaksanakan pengelolaan kompleks gedung dan peralatannya; 

g. melaksanakan pengawasan dan pembinaan intern. 

 

2.5.2 Visi Sekretariat Jenderal DPR RI 

 Menjadikan Sekretariat Jenderal yang profesional dan akuntabel 

 

2.5.3 Misi Sekretariat Jenderal DPR RI 

 Mewujudkan penyelenggaraan fungsi legislasi yang efisien dan efektif; 

 Mewujudkan penyelenggaraan fungsi penganggaran negara yang akuntabel 

dan transparan; 

 Mewujudkan penyelenggaraan fungsi pengawasan yang transparan dan efektif. 

 Mewujudkan kelembagaan DPR RI yang kuat, aspiratif, responsif dan 

akomodatif 

 

2.5.4 Struktur Organisasi Sekretariat Jenderal DPR RI 

Pada struktur organisasi Sekretariat Jenderal DPR RI, terdapat begitu 

banyak divisi yang mempunyai fungsinya masing – masing. Pada kerja magang di 

Sekretariat Jenderal DPR RI ini, penulis berada di dalam divisi Bidang Data dan 

Sarana Informasi yang selanjutnya disingkat menjadi BDSI. Divisi BDSI ini 
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sendiri dipimpin oleh Bapak Juhartono dan berada dibawah naungan divisi ‘Pusat 

Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi’. 

Untuk melihat lebih detail tentang posisi divisi yang ditempati oleh penulis, 

berikut ini adalah gambar struktur organisasi dari Sekretariat Jenderal DPR RI. 

Divisi Bidang Data dan Sarana Informasi berada dibawah naungan divisi yang 

berwarna putih. 

 

Gambar 2.1 Struktur Organisasi Sekretariat Jenderal DPR RI 

Kepala Pusat 

Pengkajian, 

Pengolahan Data 

dan Informasi 
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